WALIKOTA TUAL
FROVINST MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR B TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI
- DINAS KESEHATAN KOTA TUAL

WALIKOTA TUAL,

" Menimbang ; a  bahwa dalam rtangka memberikan panduan dan

pedoman kinerja guna memaksimalkan peran dan
tanggung jawgk dalam peleksansan .tigas dan
pekerjman serta pemberian motivasi  yang “dapat
menghesilkan  kinerja yeng optimal, maka perlu
disusun uraian tugas dan jabatan secara sistematis
dan terpadu;

b bahwes untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19
Peraturan Daerah Kota Tual Nomeor 02 Tahun 2016
tantang Organieesl Perangikat Daerah Kota Tuael maka
perlu Uraian tuges jabatan sebagai pedoman dalam
pelaksenaan tuges organisasi '

¢ -bahwa berdasarken pertimbangan scbagaimana
dimaksud pade huruf & dan haruf b di atas, perlu
diretapkan dengan Peraturan Walikota Tual

Mengingat  l. Undang-Undang Nomor 60 Tehun 1958 tentang -

Penetapen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957
tentang Pembentukan  Dacrah-Daerah  Swatantra
Tingkat T dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Malulkn [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomer 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara REp_ublik Indenesia  Nomor 4286}

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421};

4,  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahwun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara 'Republik Indonesia
Nomor 4747}




10.

11.

14.

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 ftentang
Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Repubilik
Indanesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5492);

Undang-Undapg MNomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. . Nomor 5063);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 icntang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomar 82, Tambshan Lembaran Negara Republik
indonesia  Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014  tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indopesia Tahun 20]4 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5494),

Undang-Undang WNomor 23 Tehun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Momar 7?44, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587]
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undeng Nomor 2
Tahun 2014 tenlang Perubahan Atas Undeng-Undang
Normot 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daersh
menjadi Undang-Undang (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambeban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
dan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 tentang
Perubehan Kedua Atas Undeng-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran DNegara Republik Indonesia
Nomor S679);

Undang-Undang Nomoer 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Négara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5607),

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawaian (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesi'a  Nomor 5612);

Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentan Pepawai Negern Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nemor 15, Tambahan
Lembsaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tehur 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5887},

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 2038),

15. Peraturan Daerah Kda Tual Nomor 02 Takun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisas
Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah
Kota Tual Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS

JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KOTA TUAL.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan mi vang dimaksud dengan :

a,

b.

Daerah Otonom vang selanjutoya disebut Daerah  adalah  Daerah
Kota Tual

Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakaf setempat menurut prakarsa
scndirl berdasarkan aspirasi masyarakof sesuai dengan  Peruturan
Perundang-undangan;

Desentralisasi adalah penyeraban kewenangan Pemerintah  olch
Pemerintah kepada dacrab otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Dacrah
dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
dan/atau Desa serta Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa
untuke melaksanakan tugas terteniu,

Perangkat Dacrah adalah organisasi pada Pemerintah Dacrah Yyang
bertanggung jawab kepada Walltata delam rangke penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sckretariat DPRD,
Dinas Dacrah, dan Lembaga Teknis Dacrah;

Pemerintah Daerah adalah Pemetrintabh Keta Tual;

Walikota adalah Walikota Tual;

Sekretaris Daerah adaleh Sekretaris Daersh Kote Tual;

Dinas Keschatan adalah Samaan Kerja Perangkat Dacrah sebagai unsur
pelaksana Permerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota yeng mempunyai Tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;



j Jabatan Struktural adalah kedudukan yoang menunjuian Tugas,
Tanggung jawab dan Wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalem rangka memimpin suatu Satuan Organtsasi Negara,

k Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan Tugas,
Tanggung jawab dan Wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu Satian Orgenisasi yang dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan pada keahlian danj/atau keterampilan tertent serta bersifat
rmandiri. '

. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Tual,

BAR I
DINAS KESEHATAN

Bagion Pertama
SUSUNAN QORGANISAS]

Pasal 2

{1} Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tual, terdiri dart :
a Kepala Dinas.
b Bekretariat, terdin dan:
1.8ub Bagjan Program dan [nformasi;
2. Bub Bagien Keuangan dan BMN;
3 Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Urmnum,
¢. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dam:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2 Seks! Kesehatsn Lingkungan, Keschatan Kerja den OR)
3 Sekai Promosi dan Pemmberdayaan Masyarakat.
d Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri darni :
1.8eksi S8urveilans dan [munisasi;
2 8eksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
" Kesehatan Jiwa.
e Bidang Pelayanan Keschatan, terdmt dan:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. Seksi Pelayanan Keseheilan Rujukan;
3. Seksi Fasilitas Pelayanan Keschatan dan Peningkatan Mutu.
[ Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Kefarmasann:
2. Seksi Alar Keschatam;
3, Scksi Sumber Daya Manusia (SDM] Keschatan.
(2) a Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesebatan sebagaimana dimaksud dalam
avat (1} huruff adalah:
1. Puskesmas;
2. Laboratorivonl Keschatan;
2. Instalasi Farmasi
(3} Kelompek Jabatan Fungsional.



Bagian Kedua
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS]

Pazsl 3

Dinas Kesehatan Kota Tual merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
pemerintah Kota di bidang Kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dinas
yang herkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Pagal 4

Dinas Kesehatan Kota Tual mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dl bidang Kesehatan dalam
rangks pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantyan dan
tugas-tugas lain yang diberikan Walikota,

FPasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimeana dimaksud pada Pasal 4, Dinas
Keschatan menyelenggarakan fuangsi

a. Perumusan kebijaltan dan pelaksanasn teknis 4 bidang Keschatan;

b Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan
pelayanan umum d bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan;

Pembinaan dan pelaksanean teknis di bidang Kesehaten;

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pengelolaan Urusan Kesckretariatar Dinas,

Peluksanaan tugas lain sesuai kebijakan yeng ditetapken Walikota o
bidang Kesehatan.

8 R

Bagian Ketiga
KEPALA DINAS

Paszal 6

Uralan Tugas Kepala Dinas, sebagai berlkut:

& Menyusun program kerja di bidang keschatan;

b, Merumuskan kebijkan teknis d bidang kKesehatan;

¢  Mengumpulkan, mengelola dan  menyajkan  bahan/data untuk
penyusunan rencana kerja jangka pendek dan jangka menengah;

d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umam
di bidang kesehatan;

e. Melakukan Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian
teknis dan pelaksanaan kegiatan d bidang kesehatan;

f. Mempertanggungiawabkan pelaksanaan kepiatan di bidang kesehatan;

g. Mengelola admnistrast kepegawalan, keuangan, sarana dan prasarana
serta kesekretariatan dinas;

. Memberikan rekomendasi dan perizinan bidang keschatan;

-

Membina dan mengawasi penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan
fungsional;




J

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesual dengan
bidang tugasnya.

Bagjan Keem pat
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN

Pasal 7

Uraian Tugas Sekretaris, sebagai berikut:

a
b.

-

m -

(1)

(2

Menyusun program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;

Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan
teknis i bidang kesehatan;

Menyiapkan bahan koordinagi dan pelaksanaan fugas ketatausahaan,
administrasi urmun dan surat menyurat;

Melakukan  pengelolaan  kepegawaian, sarana den  prasarana,
perlengkapan, urusan rumah tangega, protokol, hubungan -masyarakat,
ketatalaksanasn dinas, keargipan, pengelclaan pergncanaan program
dan penyusunan pelapcran;

Melakukan pengelolaan kepangan,  perjalanan  dinas  dan

pertanggungiawaban keuangan,

Menyusun bahen dalam rangka pembinaan teknls fungsional;
Melaksanakan tugas lain yang sesuai tuges dan [ungsinya.

Pasal 8

‘Urajan Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Informasi, sebagai berikut:

a. Menyusun program kerje Sub  Bagian Program dan Informasi
kesshatan;

b Menyusun petunjuk teknis penyelenggarasn program dan informael
kegsehatan;

¢. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk

penyusunan rencéna kerja jangka pendek dan jangka menengah;

d. Menyelenggarakan pfnyusunan rencana program keégiatan, anggaran,
Rencana Kerja. Anggaran [RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

¢. Meclaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksansan program kerja
dan informasi kesehatan;

f Menyusun bahan Ilaporan pelaksanaan program Kegiatan dan
akuntahbilitas kinerjs;

g Meclaksanakan koordinasi scsuai dengan tuges pokok dan fungsi sub
bagian program dan informasi;

h Melaksanakan tugas lain yang sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Hullum, Kepegawaian dan Umum,

sehagai berikout ¢

a Menyusun rencana kerja Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan
Umuin;

b. Menyusun rencana kerja urusan rumah tangga;

¢ Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinean penatausahaan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

d Menyelenggarakan urisan hukum, kepegawaian dan umum;




(3)

e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga

Mengendalikan dan membina kepegawaiarn;

g. Mengendalikan dan memberi bimbingan teknis pengelolaan rumah
tanggn, kepegawaian dan administrasi umum;

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi urusan rumah tangga, urusan
hukum, kepegawaian dan umurm,

i Melaksanakan kocrdinasi scsual dengan tugas pokok dan fungsinye,

j Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuei tugas dan fungsinya.

h

Uraian Tuges Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN}, sebagal berikut:

Menyusun rencana kerja i Sub Bagian Keuangan dan BMN;
Menyusun rencana pengelolaan anggaren dan BMN;

Melaksanakan perbendaharaarn;

Melaksanakan verifikasi dan akuntansi

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi anggaran;

Melaksanakan pengendalian dan pendatasn BMN,

Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian
Keuangan dan BMN;

Melaksenakan koordinasi sesuai dengun tuges pokok den fungsinye,
Melaksanakan tugas lain yang sesuai rugas dan fungeinya.

gl I = P I g
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Bagian Kelimea
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 9

Uralan Tugas Kepala Bidang Keschatan Masyarakat, sebagai berilcut :

&
o1

Menyusun program kerja Bidang Keschatan Mesyarakat;

Menyusun bahan rumusan  kebijakan teknis o bidang kesehatan
keluarga, gizi promosi kesehatan dan pemberdaysan masyarakat serts
kesehatan lingkungan, keschatan kerja dan Olah Raga (ORj;
Mengkoordinasikan peclaksanaan program dan kegiatan d bidang
kesehatan keluarga, gz promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerju dan Olah Raga,
(OR};

Menyiapkan data kesehatan kecluarga, gel promosi kesehatan dan
pemberdayean masyargkat dan Kesehatan linglungan, kesehatan ketja
dan Olah Raga (OR});

Mengelola data kesehatan keluarga, gizi promosi keschatan dan
pemberdayaan masyarakat dan kesehatan linglkungan, keschatan kerja
dann Olah Raga ([OR)

Menyelenggarakan kegiatan kesehatan keluarga, gi@ promosi keschatan
dan pemberdayaan masyarakat dan keschatan lingkungan, kesehatan
kerja dan Olah Raga (OR}

Membina kegiatan kesehatan. keluarga, gizi promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kefja
dan Olah Regr (OR)



h

(@)

Mengendalikan kegiatan keséhatan keluarga, gizi promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyaraket dan keschatan lingkungan, kesehatan kerja
dan Olalr Raga {OR};

Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga,
giz promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan Olah Raga (OR),

Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Seksi Keschatan Kefuarga dan Gizi, sebagai

berikuat:

a Menyusun rencana kerja seksi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi
parda 1bu anak, remaja, usia lanjuf;

b Melaksanakan penyiapan bahan perumusan koordinasi, pengendalian
program dan kegiatan pclayanam keschatan keluarga berencana dan
kebijakan telknis pembinaan gz masyarakat dan instifusi

¢. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan
pendukung akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi,

d Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
pembingan gizi masyarakat dan institusi;

e Melaksanakan penyiapan bahan surveilens gizi buruk;

f Meleksanakan penyiapan bahan kegiatan kewaspadaan pangan dan
gizi;

g Melaksanakan penyispan bahan perurmnusan kebutuhan dan bahan
fpailitas teknis, sarana prasarana penunjang program kesehaten
ketarga dan gizi

h. Melaksanakan tonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan
kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat;

i, Melaksanakan pembuatan laporan tuges dan fungsinya;

i Melaksanakan tuges lain sesuai fugas dan fungsinya.

Uraian Tuges Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja. dan
Olah Raga (OR|, sebagai berikut:

. a. Menyusun rencana kerja seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja den Olah Raga (OR)

b Menyiapkan perumusan kebijakan ‘teknis penyelenggaraan kegatan
seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Oleh Raga (OR);

c. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan penyuluh tenaga kesehatan
lingkungan dan kesehatan kerja

d Melaksanakan analisis permohonan izin laik sehat penychatan
linglaungan [AMDALY);

e Menyiapkan bahan koordinast pelaksanaan pengawasan penychatan
lingkungan dan kesehatan kerja;

f Mengeluarkan rekomendasi ijn  laik -sehat dan penyechatan
lingkungan;

g Penctapan pelaporan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
serta pencyelidikan epidemiologi kesehatan;

h. Melaksanakan  upaya penanggulangan  bahaya  lingkungan
masyaralat;



k

L

Melakukan Pengawasan dan pengendalian  penggerakan  dan
pemberdayaan masyarakat melalui penyehatan tradisional;
Mengumpulkan dan mengelola data program dan kegiatan penyehatan
lingkungan, kesehatan kerja;

Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasm kegiatan Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga (OR);

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah Raga {OR];

m Melaksanakan tugas lain scsuan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat,
sehagel berikut:

&

b.

k.

L

Menyusun rencana kerja seksi promosi keschatan dan pemberdayaan
masyarakart;

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
peningkatan pemberdayaan masgyaraleat dalam bidang keschatan,
Melaksanakan penyispan penyusunan bimbingan, penyuluhan,
kampanye kesehatan seria menyeharluaskan informasi! kesehatan;
Melaksanakan penyiapan baban. kebijaken peningkatan pola hidup
bersih, schat kepada masyarakat melalui organisas: kemasyarakatan,
LSM, swasta dan media massa;

Melaksanakan penyiapan baban kegiatan monitoring dan evaluas
kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;

Melaksanakan  penyiapan baban  kegiatan  promosi - dan
penyebarluasan informasi kesehatan;

Melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan,

Melakukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat melaha
penyehat tradisional;

Melakukan pengawasan dan pengendalian masyarakat pada penyehat
tradisional;

Memberikan pembinaan, pengelolaan dan palaksanana promosi
kesehatan serta pemberdayaan masyarakat bidang keschatan;
Melaksanakan penyiapan baban kemitraan pemberdayaan masyrakat
bidang kesehatan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi
dan pemberdayaan masyarakat;

m. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

I

Melaksanakan tugas lain sessai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Pasal 11

Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegaban dan Pengendalian Penyakit, sebagai

berikut:

a Menyusun rencana program kerja dem kegatan bidang pencegahan dan
pengendalian penyalit;



(1)

@)

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular, surveilens dan
imunisast;

Menyiapkan pelaksansen program di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular, surveilens dan
imunisasi;

Menyiapkan data dan bahan di bilang pencegahan dan pengendalian
penyakit menular dan tidak memular, surve lens dan imunisast
Mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan lintas program dan lintas
sektor bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

Melakukan Pengelolaan urusan kegiatan pencegahan dan pengendalian
penyakit menular dan tidak mempular, surveilens dan imunisasi;

Membina kegiatan pencegahan dan pengendali an penyakit menular dan
tidak menular, surveilens dan inmuisasi,

Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular, surveilens dan
imunisasi;

Melaksanakan {ugas lain sesuei tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Uraian Tugas Kepala Seks Pencegahan dan Pengendalian Penyalkit

Menular, sebagai beriicuat :

g Menyusun rencana kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit
menular;

b, Melaksanakan penyiapan bahan penysunan pedoman pelaksanaan,
kehijakan dan  standar wknis pencegahan, pengendalian dan
penatalaksanaan penyakit menular;

¢ Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan, pengendalian, dan
penatalaksanaan penyakit yang bersumber dari binatang;

d. Menyiapkan baban pencegahan dan pengendalian penvakit menular
langung; :

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pencegahan
dan pengendalian penyakit menular;

f Membuat laporan  pelaksanaan  kegiatan — pencegahan  dan
pengendalian penyakit menular;

g, Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa, sebagai berikut :

a Menyusun rencana  kerja Scksi Pencegahian dan  Pengendalian
Pznyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan,
kebijakan dan standar tdaous pencegahan, pengendalian  dan
penatalaksanaan penyakit tidek: mernular dan Kesehatan Jiws;

¢ Menyiapkan bahan pencegahan, pengendalian, dan penatalaksanaan
pettyakit tidak mennlar dan Kesehatan Jiwa;

d Melaksanakan pehyiapan bahan pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa;



e. Melaksanakan monitaring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa;

i Membuat laporan  pelaksanaan  kegiatan  pencegahan  dan
pengendalian penyakit tidak menular dan Kesebetan Jiwa;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsin/a.

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Surverlans dan Imunisasi, sebagai beriku :

a, Menyusun rencana kerja seksi surveilans dan imonisasi;

b Menyiapkan bahan penysunan  petunjuk teknis dan  baban
penyelenggaraan surveilans dan i munisasi,

¢ Mengumpulkan, mengalah, meénganalisa dan menyajikan data
surveilans dan irmmunisasi;

d. Mengumpuikan bahan pelaksanaan peningkatan kemampuan dan
keteramplian manajemen dan tcknis surveilans den umunisasi

e. Menylapkan bahan penyusunan rencana evaluasi dan monitoring
serta melakukan bimbingan ekbis surveilans dan imunisasi;

f Melaksanakan surveilans dan ke karantinaan;

g Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengegahan dan
pengendalian surveilan dan imunisasi;

h. Menyispkan bahan pelaksanaan koordinas: lintas sektor/lintas
program kegiatan surveilans dan imuniasi,

1. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi esurveilans dan
imunisasi;

J  Melaksanaken tugas kedinasan lin sesual tugas dan fungsinye.

Pasal 13

Ureian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, sebaga berikut:

a Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pelayenen Kesehatan;

h Menyusun dan menyiapken rencana kegiatan pelayanan keschatan serta
pedoman pelaksanaannya;

¢  Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
keschatan ryjukan serta peningkatan mutu fazilitaz peleyanan
keschatan;

d Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang keschatan
primer dan tradisional, kesehatan rtujukan dan peningkatan mutn
fasilitas pelayanan kesehatan;

e  Menyelengearakan kegiatan kesehatan primer dan tredisional, kesehatan
rujukan dan peningkatan mutu lasilitas pelavanan. kesehatan;

f. Melakukan Pengelolaan wrusan pelayanan keschatan rujukan, pelayanan
kesehatan primer dan tadisional, pemngkalan mutu pelayanan
kesehatan;

g Menyelengsarakan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan
pelayanan kesehatan rTujukan, pelayanan kesehatan primer dan
tradistonal, peningkatan mutu pelayanan keschatan;

b, Melaporkan dan mengevaluasi pclaksanaan  kegiatan  pelayanan
kesehatan rujukan, -pelayanan kesehatan promer dan tradisional,
peningkatan mutu pelayanan kesehacan;

i Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.



Pazal 4

[1) Urajan Tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional,
sebagai berikut :
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Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional;

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan telkcnis pelaksanaan pelayanan
kesehatan primer dan tradisional;

Menyiapkan bahan koordinasi dan mengendalikan program pelayanan
lresehatan primer dan tradisi onal;

Menyiapkan bahan fasilitas kelbrutuhan pelayanan kesehatan primer
dan tradisional;

Membimbing dan membina pengelolaan program pelayanan kesehatan
primer, rawat jalan, tradisonal, alternatif dan komplementer serta
gistem pencatatan pelaporan;

Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas
pelayanan keschatan primer dan tradisional;

Melaksanakan tuges lain Sesai fugas dan fungsinya.

Uraian Tugss Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, sebagal
herikait :

a
b

b,

1

Menyusun rcncana kerja Seksi Pelayanan Keschatan Rujukan;
Menyiapkart bahan rumusan kebijekan teknis pelaksanaan pelayanan
kesehatan rujukan;

Menyiapkan bahan koordinasi dan mengendalikan program pelayanan
kesehatan rujukan dan khusus;

Menyiapkan bahan fasilitas kebutuhan sarana dan prasarang
kesehatan rujukan dan khusus;

Menyiapkan bahan penanganan rujukan lintas batas kabupaten/kota;
Mengawasi, mengendalikan dan membina manajemen pelayanan
rujikan dan sistem pencatatan pelaporan;

Menyiapkan, mengumpulkan, mengelah, menganalisis dan
mengevaluasi, data rajukan, scrta pelayanan kesehatan masyarakat
sebagal penunjang perencanaan dan pelaksanaan program;
Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pelayanan kesehatan rujukan;

Melaksanakan tagas hin sesual tugas dan fungsinya.

Uraian Tugss Kepala Scksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
peningkatan muatly, sebagai benkut :

(=M
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Menyusun rcncans kerja Seksl Famlitas Pelayanan Kesehatan dan
Peningkatan Mutu;

Menyusun kebijakan teknis pelaksansiin kegiatan fasilitas pelayanan
keschatan dan peningkatan g,

Menyiapkaﬁ bahan pengelolaan data Fasiitas pelayanan kesehatan
dan peninglatan mutu;

Melakukan monitoring, evaluasi fasilitaz pclayanan kesehatan dan
peningkatan mutu;

Menyusun dan menyiapkan bahan registrasi, akreditasi dan sertifikasi
fasilitas keschatan;;




f Menerbitkan surat ijin fasilitas pelayanar;

g Melaksanakan pengawasan petungkatan mutu pelayanan kesehatan;

L. Membuat pelaparan pengelolasn fosilitas kesehaian dan pelaksanaan
kegiatan peningkatan mutu;

i Melaksanakan tugas lain sesuai mpss dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
BIANG SUMBER DAYA KESEHA TAN

Pasal 15

Uraian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Keschatan, sebagai berikut
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Menyusun rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
Mengumpultkan bahan dan mengolah dats sumber daya kesehatan;
Menyusun rumusan kebijakan teknis sumber daya keschatan;
Mengawasai dan membina pelaksananaan kegiatan sumber daya
kesehatan;

‘Melaksanakan ¢en mengendalikan kegiatan kefarmasian, alat kesehatan
dan sumber daya keschatan,

Melaksanakan maonitoring den evaluasi kegiatan kefarmasian, alat
kesehatan dan sumber daya keschatan;

Melaksanakan monitoring dan  evaluasi pelaksanasn  kegiatan
kef armasian, alat kesehatan dan sumber deya keschatan;
Mengkoordinasikan program kegiatan lintas program dan lintas sektor
Bidang Sumber Daya Keschatan;

Membuat laporan pelaitsanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan,
Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Uraian Tugas Kepaja Seksi Kefarmasian, sebagai berikut :

a Menyusun rencana kerja Secksi Kelarmasian

b. Menyiapkan cumusan kebijakan tekms pelaksanaan pelayanarl
{armasi komunitas dan farmasi klinik;

c Mcnyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksansan PEnggunaan
obat tradisionat dan cbat essensial nasional;

d Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan bahan
mamin, kosmetika, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnys;

e. Mclaksanakan pembinaan dan, pengawasan dan pengendalian behan
herbahaya meliputi bahan mamin, kosmetika, narkotika, psikotropika
dan zat adiktf lainnya;

f Mengawasi dan mengendalikan, obat dan perbekalan kesehatan,
makanan minuman serta perbelalan kesehatan Tumah tangga (PKRT);

g Melakukan bimbingan tekois, pengendalian dan evaluasl penggunaan
obat gsli indenesia, produk simplisia obat -asli indenesia, usaha kecil
dan ‘menengah obat asli [ndone=sia;

h Menerbitkan/mencabut izin apotek, toko obat, serta tindak lanjut
hasil pengawasannya;

i Menerbitkan/mencabut &zin usaba tikro obat tradisional, alternatif
dan komplementer sarts tindak lanjut hasil pengawasannys;




{2

(3)
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Menerbitkan/mencabut. iin produksi makanan dan minuman pada
industri  rumah tanges {IRT), sertfikat produksi pangan dan
penyuluban kemanen pangan pada indusiri rumah. tangga pangan
(IRTP} serta sertifikat laik sebat terhadap pangan siap sajl, uj sampel,
17in iklan tindalk lanjut hasil pengawasannya;

Mclaksanakan pengawasanfinspcksi, postmarket prodak makanan
dan minuman industri numah tangga. (IRT);

Menerbitlkan /mencabut izin alat keschatan kelas 1 (satu) rertentu dan

PKRT kelas 1 tertentu, perusahaan rumah tangga serta tindak lanjut

hasil pengawasannya;
Meningkatkan kampetensi tenaga penyuluh keamanan pangan dan

tenaps Distric Food Inspector;

Melaksanakan pemeriksaan dan monitoring industri rumah tangga
pangan (IRTP), uji sampel pada industri rumah. tangga pangan {IRTP)
serta sarana keamanan pangan dan bpdak lanjut pengawasan;

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Lkefarmasian, rasionalisasi obar, makanan minuman dan perbekalan

kesehatan;
Membuat laporan kegiatan kefarmasian;
Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Urajan Tugas Kepale Seksi Alat Kesehatan, sebagai berilkour:

El
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Menyusun rencana kegiatan Seksi Alat Kesehatan,
Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis

pengelolaan alat kesehatan;
Menerbitkan/mencabut izin toko alat kesehatan den npuka.l serta
tindak lanjut hasl pengawasannys,

Melaksanakan pengawasan dan pengendelian alat keschatan dan
optikal serta tindak lanjut hesil pengawasannyai

Melaksanakan  pengendalian  administrasi  pengedssn  dan
pemelinaraan alat kesehatan,

Menyiepkan bahan  penyusunun pedoman  pencatatan  dan
pemeliharaan alat kesehatan;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi, registrasi, kalibrasi dan

verifikasi serta sertifikasi alat kesehatan;
Melaksanakan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;

‘Menyusun bghan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas

Seksi Alat Kesehatan:
Meclaksanakan tuges kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, gebagai
berikut :

L.
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Menyusun rencana kerja Seksi Sumber Days Manusia Kesehatan;
Menghimpun dan mengolah data sumber daya manusia kesehatan;
Menviepkan bahan dan petunjuk teknis, standar kebutuhan tenaga
keschatan dan diklat fungsional dalam rangka peningkatan mutu
sumber daya manusia kesehatan;

Meloksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan
tertentu sesual perundang-unkdangan;

Melaksanakan penilaian dan pemilhen tenege kesehatan teladan;




f Menyiapkan fasilitasi pengembangan tenaga keschatan dan tcnaga

keschatan strategls serta tenaga kesehatan tertenty;

Melaksanalan penilaian serta pemilinan tenege kesehatan teladan;

Menyiapkan baban evaluasi kebutuhan tensga kesehatan tertentu

pada Unit Pelaksana Telnis Dinas {UPTD} kesehatan;

1 Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan tenaga pemyulub

j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi pendayagunaan kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM} kesechatan;

k Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Manusia
{SDPM) keschatan,

1L Melaksanakan tugas lain sesuei tugas dan fungsinya.

5 @
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KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

{l)Penjabaran Urajan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas akan
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Dengan berlaku Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 15
sampai dengan Pasal 27 Peraturan Walikota Tual Nomor 42
Tahun 2009 tentang Uraien Tugas Jabatan Struktural Organisasi
Dinas Kota Tual dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang
mengetahuinya memerintabkan pengundangan  peraturan il dengan
penempatannya dalam berita Dacrah Kota Tual
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